
 

 

 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                               
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR :   2   TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

 

Menimbang 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi serta 

peningkatan kinerja alat-alat kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur selama 1 (satu) tahun, maka perlu 

menetapkan program kerja Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Tahun 2018; 

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu 
ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang 

Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018; 

 

Mengingat 
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1. Undang - Undang Nomor  54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang  

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang - Undang Nomor  54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4421); 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Memperhatikan 
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3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5568); 

4. Undang - Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5587), 
sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan      Rencana     Pembangunan    Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2); 

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 Tahun 2014 

tentang   Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; 

 
 

Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hari Kamis tanggal 
27 Desember 2017. 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

Menetapkan 
 

 

 

 
KESATU 

 

 
 

 

KEDUA 
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KEEMPAT 
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MEMUTUSKAN : 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR TAHUN 2018. 

 
Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 

2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini.  

 

Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU merupakan program/acuan Kerangka Kerja 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 dan dapat 
disesuaikan sewaktu-waktu berdasarkan kondisi dan 

kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan putusan rapat 

Pimpinan DPRD dan Fraksi. 

 
Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah disahkan 

dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing alat 
kelengkapan Dewan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan 31 Desember 2018. 

 

 
 Di tetapkan  di Muara Sabak 

 pada tanggal   5  Januari  2018 

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
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MUHAMMAD ARIS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


